
GUDERNUB L~'IPlJNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G 11091 B.III 1UK 12012
 

TENTANG
 

EVALUASIRANCANGANPERATURANDAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI
 

PENGUJIMt KENDARAAN BERMOTOR
 

GUBERNUR LAMPUNG.
 

Menimbang a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor telah dievaluasi sesuai dengan 
ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a terse but di atas, perlu menetapkan 
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Larnpung Timur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor: 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-72/MK.7/2012 tanggal 19 Januari 2012 hal 
Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bennotor. 



MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada 
Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
im. 

KEDUA : Bupati Lampung Timur bersama DPRD Kabupaten Lampung Timur segera 
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA :	 Dalarn hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempumakan sesuai hasil 
evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KEE.MPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada 
Menteri Keuangan dan Gubemur Larnpung paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan. 

KELIMA ;	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pacta tanggal 9-2-2012 

GUBERNUR LAMPlJNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

Ternbusan : 
1. Menteri DalamNegeriRI di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di BandarLampung; 
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana; 
5. Inspektur Provinsi Lampung di BandarLampung. 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/109/BJII/HKJ2012 
TANGGAl : 9 FEBRUARI 2012 

HASIL EVALUASI TERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN lAMPUNG TIMUR 

TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

KeteranganMateri RaperdaNo Rumusan PenyempurnaanRumusan Raperda 
51 2 43 

Huruf a disempurnakan 
Menimbang 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang 1 Konsideran a. bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf (g) dan Pasal 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, €ili&8~nlltk8A 

117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2010 
termasuk pengujian kendaraan bermotor di arir maka tentang ............... (Lembaran Daerah Kabupaten 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lampung Timur .... ) perlu disesuaikan; 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu 
disesuaikan kembali; 

Huruf b disempurnakan 
p8m8FiAts~ ~18FR8F :i9 TaRwFl 2QQ7 t8AtaAS 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada b. 6liR\V888rs8sliFI~819 18FRJiliFliFl t.nmllf <';, P8F8tWF8Fl 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

P8FR8agisA YFW8i1Fl P8FR8FiI=I*liRaA sAtaFs P8FR8FiAtilA, Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi 
P8FR8FiFl*sRaA Qil8FaR Pf81jiASi, 0819 P8m8fiAtsR8A Pengujian Kendaraan Bermotor; I 
Qa8rSR KS9wpst8A/Ket8, ai889l:1tl~8A 981=1\'18
 

p81skisRSSA ~8RSQ1I1S8SA, Jil8AgwkwF8A, P8R8F8itSFl
 
JilSS tSAYRSA, p81"R8rikssSA l~eA8IFWI~&i, ~8FR8ril(&ssFl
 

p8m8&iFlSA, ~8Fl8F9itSA &8Rif4kst 1(8&8ISFRstSA,
 
p8m8ril~8SSA P8FI8ASkSJilSA, Jil8A8FOitSR 88kWFR8Fl
 
p8AgS\Vsl(SA ks JililI S8ASSR teAs88 1(8teF I(WFaAg ssri 7
 
«CT.?) s8sllid~ k8'J18AsgaA P8m8riAtsA QS8FSA
 
KQlaWJilst8A!Kets;
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 889SssiFRSAS -
dimaksud pada huruf a saA 8, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor. 

Anak::l ~ diubah maniadi~ I Inrt::mn_1 Inrt::1lnn Nnmnr 1? T::1Ihlln ?O11 t~nt::1lnn 7 I Inrt::1lnn_llnrt::1lnn Nnmnr 1? T::1Ihlln ?O11 tAnt::lna2 n::l~::Ir hukum 
IMengingat Pembe~tukan ~ perat-~ran.~p~r~~?;;g-und~~~9~~I ,. ~~;;be"'nt~k~~' '", P~;~t~~an·.- p;'r'~'~d,a-"g~und-~~9~~ I~~'gka 7 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 I (Lernbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2011 I I 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik I I 

I I Indonesia Nomor 5234); Indonesia Nomo!: ~..=2-=-34~)u..; ---'--- _ 
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Angka 16dihilangkan 

Angka 7 diubah menjadi 
angka 7 

Angka 5 diubah menjadi 
angka 4 

Angka 4 diubah menjadi 
angka 3 

Angka 6 diubah menjadi 
angka 5 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomer 64, Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomor 4849); 
Undang-Undang Nemor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 
Nomor 5025); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemor130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomer 5049): 

4, Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang I 3, 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

5, Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2008 tentang I 4, 
Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
republik Indonesia Nomor 4849); 

6, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu I 5, 
Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5025); 

7, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak I 6, 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 5049); 

Hi, 1(8pwtwsaR M8Flt8Fi P8FRw9"R~aFl ~Je~er KM i 1=aRwR 2Qgli 
t9RtaR~ P8R~wk"FaA Kapal; 

17, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 
19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nemor 22 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nemer 5 
Tahun 2009; 

17, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur IAngka 17 disempurnakan 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah .. '" 
Tambahan Lembaran Daerah...... ); 

18, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 I Angka 18disempurnakan 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah. Tambahan 
Lembaran Daerah....) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 
Tahun 2009 (Lembaran Daerah.." Tambahan Lembaran 

. , Daerah...); 
I4Q. Per;61twFsR QQ9FSh K8linllpst9R bSFAPWR~ Tir;MWF ~18m9F 1 IAngka 19 dihilangkan I 
I ~T8RblR_ 2Q~~ .eRtsR~ lats CaFs12em99FltwkQR I I I 
I ,",9FatWFQR 1s1619F6IR. I I I 
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Ketentuan
 
Pengujian
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4 Nama, obyek dan 
subyek retribusi 

I I
' I
L J 

I-.-------~--------·-· ---+I-----·-------··--··~	 ... _i...~--.------~-----I54	 .-~ ....-.~-3 

Pasal4 1. Ketentuan Pasal 4 agar 
K8t9Ah~aFl f38t1~ .. 

Pasal4 
disesuaikan dengan kegiatank ~ ui1aAkeA~yrattg Etari +«GT7 

aFaBA~9t8r Eti . pelayanan pengujian atas(1)	 ~1.ikl."Ia. k~:.~.I.h ...li~"li: "" d••g•• Ie•••• 
kapal bennotor sebagaimana 
pengujian yang dilakukan . S8t1afj ka~al 'lfajiekB~al . RU:ilFR8RUt:li ~.",y'...Ia. "'1.ikl."1 terhadap kendaraan bermotor 
di darat. 

11( , ••g li~"li:11

Ia. ke~.I.. P•••I	 .A 
2. Pengujian Kendaraan

2. 8R~a!" k I3	 r. ~n8 aA ka~sl' Bermotor di atas Air dengan 
.	 .4aFl8f9~eA keS8la~ataR Tonase kurang dan7 (~GT. 7)

4.	 :~~=": ~ :.~g::::.i•• k.~.1 d•• dilaksanakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35. ' aR	 I 

~tstl!ilS	 ~l!iIky~ kaJ*i1. . I al
 
R Rsetis~ fl9FSyarstaFi kelalklsYtaR,afj
 

b.	 P8:8R~ aFla ei~aksyfj ~iatas silnddilEaR 09RsaR 
88	 B~all~a . 89Ag8Fl
88Ftifjkat kSfjal eaR/alaI:! s~Fat kafjal 8e:s:a~
 
keleFltYBA ~eRlFlElaFl§ YAeaR~aR yaR~ e a Y.
 

(2)	 PSFlgwkYFaR kaf)al: S. kaR YRtwl< e8Flaysr waji9 siYkYF; 
a.	 S8tia~ ks~al yaA~ ;I~Y~B ;a~BiFASRa si~aksY8 si atas 
b.	 Wasil f)sRgl!ilkYFaR ftSf)B s:kSf3al YRtYk ~eR8tafjkaAOiSYSWR ealsFA fja aF Wkij I 

Wkl!ilFaR saR t8Aa~s Akare~~R iiwkYF siteFBitl<sR Sl!iIFat wkYr 
c.	 TeFRSe8fj kSfj81)8 ~ I RSYFet WIEYF ~aFY8 oipaS8R~d.	 Kaf)al yaR~ telaA ~8~f)eF9 e
 

taRsa selar
 
(3)	 P8AEta~aFaA kBf)al ~8R I 

a.	 PeAQaAaraR I,af) I ,e~eAgsaaR kafjal'a ~8IifJld' .
f)8~B8~aRaFi l:tifJetel< ~I :8Ri8~aFaFl I:tal< ~ilik""'*'" '	 .' 1" •• .k ke.9~11••• I.,••y.
 

. 9l~.1 Y.Rg t I h . ....,
b	 see fjlQaft8F oi I 0 . 
k:: Ie.d. ke~.Rg•••• k.~~·~~··'·d.~ill dill.Ak••

A~saBR.	 aReSla seBa~ai 9l1kti 

Pasal 8 I Pasal 8 disempurnakan
 
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
 

Pasal 8 
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

I~~e~-ld:~~~~~~a~ei~~~~~~~/)~Ig~ii~f~;~~~~f~~~a~:r~~:~~ i~~~Id:::~~~~~~el~~~~~~~e~g~{~a~;~~;~r~~~a;r~~i~~ I	 I
 
I kurang dari 7 «GT.7) I kurang dari 7 «G.T.7) yang diselenggrakan oleh I I
I IPemerintah Daerah. I I 
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5 Golongan retribusi Pasal9 Pasal9 Pasal 9 disempumakan 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor eaR k9Reara9R Retribusi Pengujian Kendaraan Berrnotor digolongkan sebagai sesuai dengan nama retribusi. 
S9FR=l9ter· ei air seRg9R teRase kWFaFl§ Qelri 7 ~<"T.7) Jenis Retribusi Jasa Umum. 
digolongkan sebagai Jenis Retribusi Jasa Umum. 

6 Cara mengukur Aaliial1Q Pasal10 Pasal10 disempurnakan 
tingkatpenggunaan TiR~kat P9RSswRaaR jelsa eiwkwr sere9s9rkaR fr8kw9RSi Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan 
[asa peRgwjiaR k8flSaraelfl 88rR=l8t9r e9R p9RgYjiafl kefle9FatilR bermotor dan frekuensi pengujian kendaraan berrnotor dan 

S9rR=let9F si air e9f1gelR t9R9se k9ter kwrtilRg sari 7 ~<"T.7). pengujian kendaraan bermotor di air dengan tonase kurang 
dari 7 «GT.7). 

7 Prinsip dan sasaran Pasal11 Pasal11 Pasal11 disempurnakan 
dalam penetapan tarif r;JriRsip S9R S9sarliiR ealaR=l ~9R9tapaR 89sarRya tarif r9tri8w6i (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 
retribusi eieliiS6IrkaR Pge9 tYjW9R wRtwk FR8Rwtwp siaya p9Ry919RggaraaR ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan 

eaR p91aksaRaaR p9RgYjiaR 1(9Aeara9R 89rR=l9t9r eaR 1<8Re9r9aR jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan 
88rR=l9ter 9i air e9Rg9R teRase 1<8ter kwraRg sari 7 ~<"T,7) aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas 
98Flg9Fl R:leR=l~9rl:latikaFl k8R=laR=lpW9f1 R:lasY9rakat saR asp8k pelayanan tersebut. 
kegeil9R (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

biaya operasionat dan pemeliharaan, biaya bunga, dan 
biaya modal. 

8 Struktur dan Pasal12 Pasal12 1. Kendaraan khusus yang 
besarnya tarif (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan I (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan digunakan sebagai kendaraan 

retribusi berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan kendaraan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan kendaraan penunpang atau kendaraan 

bermotor di air dengan tonase kotor kurang dari 7 «GT.7). bermotor di air dengan tonase kotor kurang dari 7 barang cukup dikenakan tarif 

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sebaqat benkut : 

a. Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah : 
• Uji berkala pertama : 

- Mobil bus, mobil barang, dan k9RdaraaR kl:lWGWG 

sebesar Rp. 30.000,00 

(2) 
«GT.7). 
Besarnya tarif retnbusi sebaqaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sebagai berikut : 
a. Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah : 

• Uji berkala Inumpang uji : 
- Mobil bus, mobil barang sebesar Rp. 30.000,00 
- Mobil penumpang umum sebesar Rp. 

pengujian sebagaimana tarif 
pengujian mobil penumpang 
umum dan mobil barang. 

2. Objek Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor di air 
adalah pengujian terhadap fisik 
kapal penumpang umum dan 
kapal barang bukan atas 

25.00,00 pendaftaran kapal, penerbitan 
- Kereta gandengan dan kereta tempelan tand akebangsaan kapal, surat 

sebesar Rp. 27.000,00 keterangan ukur, dan dokumen

• Uji berkala perpanjangan dan atau numpang uji 
ditetapkan sebagai berikut : 
- Mobil bus, mobil barang Rp. 27.000,00 

dokurnen perkapalan lainnya. 
3. Pengujian fisik kapal berupa 

pengujian-pengujian 
sebagaimana pengujian yang 
dilakukan terhadap kendaraan 
bermotor di darat, 

4. Kapal pribadi tidak termasuk II 1 objek Retribusi Pengujian
I I I I ! Ke!1damm Bermotor. II ~ __~ I 
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- Mobil penumpang umum sebesar Rp. 25.00,00 
- Kereta gandengan dan kereta ternpelan sebesar 

Rp. 27.000,00 
• Uji berkala perpanjangan dan atau numpang uji 

ditetapkan sebagai berikut : 
- Mobil bus, mobil barang, &ISR IU~RgSFSSR kR~6W& 

&81iJ8&SF Rp. 27.000,00 
- Mobil penumpang umum sebesar Rp. 22.000,00 
- Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar 

Rp. 24.000,00 
b. Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di air 

dengan tonase kotor kurang dari 7 «GT7) 
ditetapkan sebagai berikut : 

• R8R8sftSFSR, tSR9S k89sRS&liISR 9SR 1~811i1ikI1il~hilR 

kEil~sl, &&&88SI" RJil. dQ.QQg,Qg 
• P8F1swl~"1"8R kipsi S8&88SF Rp.ii.QQ,QQ 

9 Penentuan Pasal14 
pembayaran, (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
tempat (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
pembayaran, dikumen lain yang dipersamakan. 
angsuran dan (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
penundaan pada ayat (1) harus disetorkan secara bruto ke kas 
pembayaran Daerah dalam jangka waktu 1x24 jam. 

(4) Tata cara pemungutan retribusi dutetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

10 Tata cara Pasal 15 
pembayaran (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaligus. 
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat 

I I I 
pembayaran retribusi diatur 
Peraturan Bupati dengan 

lebih lanjut dengan 
berpedoman pada I 

I I I ket7~tuan dan peraturan perundanq-undanqan yang I 
I ~ I _benaKu. I 

- Mobil penumpang umum sebesar Rp.
 
22.000,00
 

- Kereta gandengan dan kereta tempelan
 
sebesar Rp. 24.000,00
 

b.	 Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di
 
air dengan tonase kotor kurang dari 7 «GT7)
 
ditetapkan sebagai berikut :
 
•	 Kapal dengan ukuran sId GT Rp . 

~ 

•	 Kapal dengan ukuran sId GT Rp . 
•	 Kapal dengan ukuran sId GT Rp . 

Pasal 14 disempurnakan Pasal14 
(1)	 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 

atau dikumen lain yang dipersamakan. 
(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon 
dan kartu langganan. 

(4)	 Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus disetorkan secara brute ke kas 
Daerah dalam jangka waktu 1x24 jam. 

(5)	 Tata cara pemungutan retribusi dutetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal15	 I Pasal 15 disempurnakan 
(1)	 Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaligus. 
(2)	 Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana 

dimaksud oada avat (1) dilakukan selambat-. 
lambatnya ! hari S~jak dit~rbitkannya SKRD atau I I 
dokurnen lain yang dipersamakan. I I 

I	 I 
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(3)	 Tata cara pembayaran, penyetoran, penenluan 
tempat pembayaran angsuran dan pembayaran 
retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 
dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

11 Masa retribusi Pasal16	 Pasal 16 disempurnakanPasal16 
Masa retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor dengan menghapus ayat 

adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan. 
(1)	 Masa retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor 

adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan. (2) 
(;l)	 MliIsliI r9tri9wsi wR'wk ,iUiRgu.;ililR k9REitlilFliIQR 99Ff'leteF si
 

8tSS sir S9AgsR 'eRss9 1~9t8r klllFSRg "8ri 7 «"T.7)
 
8"8181:1 :
 

&0;	 :~::=~=;:~&~~I(~SA 1 (&8''') ksli &9t8Is1:1 kSfisl 
g	 SRgWR; 

b.	 P9A~sftsrsR gSA tSREIS kiBSR &
 
k81sIklswt8R j8Rgks wskt.. YSRg I g SSR ElaR
~ Vi liIf'lSRYS 1 (&st..) 

12 Insentif Pasal19 I Pasal19 disempurnakan 
pemungutan 

Pasal19 
Pemberian dan pemanfaatan insentif bagi instansi yang (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan 
melaksanakan pemungutan dilaksanakan berdasarkan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 69 kinerja tertentu.
 
Tahun 2010.
 (2) Pemberian	 insentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 

(3)	 Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada 
peraturan perundang-undangan. 

13 Penghapusan Pasal 24- Pasal....• 1. Pasal 21 Raperda 
Piutang Retribusi (1)	 disesuaikan denganHak untuk melakukan p~nagihan retri~usi (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribu~i menjadi
yang Kedaluwarsa Pasal 167 UU No. 28kedaluwarsa setelah rnelarnpaui janqka waktu 3 (tiqa) kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (t1ga) tahun 

Tahun 2009. tahun terhitung sejak saat terutan~nya r~tribusi: terhitung sejak saat terutangnya ~etribusi:. kecua!~ 
2	 Urutan nasalk~cuali jik~ waj.ib retribusi melakukan tindak pidana di I jika Vvajib .Ret~ibu5i meiakukan tindak pioana UI I disesuaikan.

I I I b1dang retribusi.	 bidang Retnbusi. I I 

I i I	 I I I 
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(2)	 Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika; 
a.	 diterbitkan surat teguran; atau 
b.	 ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi 

baik langsung maupun tidak langsung. 
(3) Ketentuan	 lebih lanjut mengenai kedaluwarsa 

penagihan akan diatur dengan Peraturan Bupati. 

14	 I Penyidikan I Pasal23 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
D.o.n"it"'liJ, Iln+. II" n'H:~I~I,IIa,~" ....or·\'l,irli.,~" .in""~" r"\irl~n~ rli 

4 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 
a.	 diterbitkan Surat Teguran; atau 
b.	 ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 

Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan	 utang Retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi	 secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh Wajib Retribusi. 

Pasal ..... 

(1)	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 
karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2)	 Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang 
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal23 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
~.oh~,,~i Oo",uiAi(, Iln+IIV .......oI~vlll,,'3n n.o.n"i,...iv.t3n tinn'!:llLr
 

5 

1.	 Ditambah 1 (satu) pasal 
yang menqatur tata cara 
penghapusan piutang 
retribusi yang sudah 
kedaluwarsa dengan 
Peraturan Bupati, sesuai 
dengan Pasal 168 UU 
No. 28 Tahun 2009. 

2. Urutan	 pasal 
disesuaikan. 

I I	 I bid'~~~'" ~1~;~~~j;k;~'AI'~' ~~;~h"'u, d~~UQ" R;t~i'b~~: I ~id~;n~;'di bid;~~ R~t;ib~~',~~;b;~ai~;~;"di~~k;~d I I 
I I I sebaqairnana dimaksud dalam Undang-Undang I datam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. I I 

I I I Hukum Acara Pidana Y6lRS 89FI6Ikw. 1._ I I 
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ayat (1) adalah: adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi peraturan perundangundangan. 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
lebih lengkap dan jelas; ayat (1) adalah: 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
mengenai orang pribadi atau Badan tentang keterangan atau laporan berkenaan dengan 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi agar 
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
Retribusi; lengkap dan jelas; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan 
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak keterangan mengenai orang pribadi atau Badan 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
perpajakan Daerah dan Retribusi; pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pidana di bidang Retribusi; 
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
bahan bukti tersebut; Retribusi; 

f. rnerninta bantuan tenaga ahli dalarn rangka e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; dokumen lain, serta melakukan penyitaan 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang terhadap bahan bukti tersebut; 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang bidang Retribusi; 
dibawa; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; pemeriksaan sedang berlangsung dan 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya memeriksa identitas orang, benda, dan/atau 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dokumen yang dibawa; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 

I I 
.

I 
If 

n. 

mol'=l"'IIIf'=ln tinti::lOlf'=ln l::lOin v::ann fU')rllJ untuk 
k~I~~~~~;~ P'~~yid'ik~n 'ti~dak p'idan;-'dl' bid~~g I i. 

tincl::lk nidana Retribusi' 
;"~~~~ggil orang untuk didengar keterangannya I I 

I
I 

I
I 

I
I 

perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan I 
ketentuan peraturan perundang-undangan. I 

. 
J. 

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, 
menghentikan penyidikan; dan/atau 

I 
I 

I 
I 
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Ketentuan pidana 15 

16 Penetapan 

(3) Penyidik	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Pasal24 
(1) Wajib	 retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(2)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah. 

Oitetapkan di Sukadana 
pada tanggal 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 
Dto 

ERWIN ARIFIN 

k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Penyidik	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

Pasal24 
(1) Wajib	 retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 
(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau 
kurang bayar. 

(2)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah. 

(3)	 Oenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Penerimaan Negara. 

Oitetapkan di Sukadana 
pada tanggal 
WAKIL BUPATILAMPUNG TIMUR,
 

Oto
 
ERWIN ARIFIN
 

Pasal 24 disempurnakan 
dengan menambah satu 
ayat baru yang mengatur 
tentang penerimaan denda 

Penetapan Perda 
dilakukan oleh Wakil 
Bupati sesuai ketentuan 
Pasal 26 ayat (1) huruf 9 
UU No 32 Tahun 2004 

GUBERNUR LAMPUNG
 

ttd
 

S.JACHROEOIN Z.P,
 


